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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dan kemajuan perusahaan yang terjadi pada zaman sekarang 

memaksa perusahaan untuk mampu lebih bersaing secara sehat dan berupaya 

memperkuat untuk mempertahankan usaha perusahaan dengan baik. Perushaan yang 

berupaya mempertahankan usaha dengan baik dapat terlihat dari perubahan 

peningkatan kinerja manajemen yang berupa peningkatan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian yang ditunjukkan agar terlaksana secara efektif .1 

 Perusahaan dalam mencapai tujuan memerlukan individu yang handal dan 

berkompeten untuk bekerja di perusahaan agar tercapai hasil yang baik, karyawan 

perusahaan perlu diberikan kompensasi sebagai bentuk balas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan, salah satunya ialah kompensasi atau imbalan yang bersifat financial. 

Sistem penggajian digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas jasa yang 

dilakukan oleh karyawan yang mempunya jenjang jabatan, sistem pengupahan 

digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh karyawan pelaksana.  

 Gaji yang diterima oleh setiap karyawan merupakan balas jasa atas apa yang 

telah diberikan kepada perusahaan. Gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada 

pegawai yang diberi tugas admisnistratif dan manajemen. Pemberian gaji pada 

perusahaan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan apabila tidak memperhatikan 

aturan- aturan yang ada dengan baik, dibutuhkan ketelitian pada saat menentukan gaji 

yang sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh masing- masing karyawan. 

 Islam adalah agama yang universal. Komprehensif, dan totalitas sebagai ajaran 

yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Islam tidak phobi terhadap kehidupan  

politik maupun kehidupan ekonomi. Dalam islam, besaran upah ditetapkan oleh 

kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, kedua belah pihk memiliki kebebasan 
                                                             

1 Muhammad Taufiq Hidayat, Sri Mangesti Rahayu, Achmad Husaini, “Analisis Penerapan Sistem 
Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Dalam Mendukung Pengendalian Intern:  Jurnal Administrasi Bisnis 
(JAB). Vol. 6 No. 2 Desember 2013 
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untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran 

upah tersebut, asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.  

 Tingkat upah  minimum dalam  islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan 

dasar pekerja yaitu pangan, sandang. Menjelaskan ada dua faktor yang harus 

diperhatikan dalam menentukan upah, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor 

primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan, Faktor sekunder 

adalah memperlakukan pekerja sebagai saudara. 2  

 Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat 

selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat 

pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan 

mempercepat pembayaran upah pekerja.  

 Pengupahan karyawan atau pekerja tersebut merupakan bentuk pemberian 

kompensasi  berupa gaji yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi 

tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk kompensasi yang 

ada bagi karyawan. Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang 

untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, dan 

pendidikan. Sedangkan bagi perusahaan upah yang diberikan kepada karyawan 

berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi atau usaha perusahaan 

tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan 

saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang 

sesuai dengan pekerjaan si pekerja tersebut dan pekerja harus bekerja secara 

profesional. Manusia dapat hidup lebih baik jika mereka mau berusaha dan bekerja 

secara profesional. memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal 

tersebut telah dijelaskan dalam QS. At Taubah/09 : 105 yang artinya: 

 

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَیَرَى ٱللَّھُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُھُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِٰمِ ٱلْغَیْبِ 

فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَوَٱلشَّھَٰدَةِ    

                                                             
2 Iradatul Qudus, Muhammad Saifi, Maria Goretti Wi Endang NP,’ Analisis Sistem Akuntansi 

Penggajian dan Pengupahan Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern”. Jurnal Administrasi Bisnis(JAB). 
Volume 25 No. 2, Agustus 2015, hal 2-5. 
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"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan.3 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. LNK ( Langkat 

Nusantara Kepong ) dapat diperoleh informasi bahwa permasalahan yang timbul 

didalam perusahaan yaitu: 

1. terkadang pengusaha dan pekerja  kurang memahami tata cara pengupahan 

dan upah yang sesuai Syari’at Islam serta kerjasama yang bersifat saling 

tolong menolong layaknya antara majikan dan buruh. Sehingga, dalam sebuah 

pekerjaan tidak ada pihak yang dirugikan 

2. Adanya kejelasan dan terperincinya ketentuan-ketentuan dalam hal konsep 

keadilan dalam pengupahan tersebut maka diharapkan setiap pihak dapat 

memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing 

3. Pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati 

kesepakatan kerja yang telah dibuat dan tidak  bisa bertindak semena-mena 

terhadap pekerja. Misalnya, secara sepihak melakukan  PHK atau memaksa si 

pekerja bekerja di luar jam kerjanya. 

C. Batasan Masalah  

 Untuk memuatkan penelitian pada pokok permasalahan diatas, dalam 

penelitian ini yang menjadi objek pokoknya adalah PT. LNK (Langkat Nusantara 

Kepong). Penelitian ini menyoroti Sistem pengupahan karyawan dalam perspektif 

islam.  

                                                             
3 Kementerian Agama RI, Al-Quran : Nur Cahaya, QS. At-taubah Ayat : 105 hl: 184 
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1. Terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan 

upah yang sesuai Syariat Islam serta kerjasama yang bersifat saling tolong menolong 

layaknya antara majikan dan buruh. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan tidak ada 

pihak yang dirugikan. 

2. Pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati 

kesepakatan kerja yang telah dibuat dan tidak bisa bertindak semena-mena terhadap 

pekerja. Mosalnya, secara sepihak melakukan PHK atau memaksa si pekerja bekerja 

duluar jam kerja.  

D. Rumusan Masalah 

 Adapun secara spesifik rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagai mana sistem pengupahan karyawan pada PT. LNK (Langkat Nusantara 

Kepong ) ? 

2.  Bagai mana Perspektif Islam terhadap sistem pengupahan karyawan pada PT. 

LNK ( Langkat Nusantara Kepong ) ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang telah di rumuskan, maka penelitian yang akan 

penulis lakukan bertujuan untuk : 

1.  Untuk mengetahui seperti apa sistem pengupahan karyawan pada PT. LNK ( 

Langkat Nusantara Kepong ) 

2.  Untuk mengetahui bagai mana perspektif Islam terhadap sistem pengupahan 

karyawan yang dilakukan pada PT. LNK ( Langkat Nusantara Kepong ) 4 

 

f. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang dilakukan pada  PT. LNK ( Langkat Nusantara 

Kepong ) adalah sebagai berikut: 

                                                             
4 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghila 

Indonesia,2002), h.11. 
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1.  Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan menajdi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi PT. LNK ( Langkat Nusantara Kepong ) dalam upaya meningkatkan 

sistem pengupahan secara islami.  

2. Bagi Akademik  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem pengupahan yang 

secara islami. 

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk ilmu pengetahuan dan 

cara pengembangan lebih lanjut perusahaan PT. LNK ( Langkat Nusantara 

Kepong ) dalam mengetahui sistem pengupahan islami yang ada di PT. LNK ( 

Langkat Nusantara Kepong ) 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Kajian Teori  

 1. Pengupahan   

  a. Pengertian Upah 

   Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan 

dan dobayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu 

jasa yang telah dilakukan, upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas 

jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi 

imbalan atas jasanya yang disebut upah, upah adalah balas jasa yang dibayarkan 

kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati 

membayarnya. Upah dimaksudkan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan 

kepada pekerja atas jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan 

imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, 

jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak 

seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah ubah. Konsep 

upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.5 

 Upah sangat penting dan berdampak sangat luas. Upah pekerja akan 

berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar 

kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat dalam waktu panjang sangat 

merugikan industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi. Disamping 

itu, ketidak adilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan kekacauwan dan 

menimbulkan aksi terhadap industri berupa pemogokan kerja. 

 

 

                                                             
5  M. Kadarisman, Manajemen Kompensasi ( Jakarta : Rajawali Pers, 2014 ), Hlm.122 
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Menurut Dewan penelitisn pengupshsn Nasional Upah adalah suatu 

penerimaaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima pekerja untuk suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsunga 

hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam 

bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan 

peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan 

penerima. 

Jadi upah adalah harga yang dibayarkan  kepada pekerja atas jasanya adalam 

produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberiakn imbalan 

atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari manfaat tenaga yang dibayar 

atas jasa dalam bekerja. 

 

 b. Jenis-jenis Upah 

 Adapun pembagian jenis-jenis upah adalah sebagai berikut : 

1) Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai 

kepada pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan  atas 

pengarahan jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan 

ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.6 

2) Upah Nyata ( Rill Wages ) adalah uang nyata, yang benar-benar harus 

diterima seorang pekerja atau buruh yang berhak menerimanya. 

3) Upah Hidup adalah upah yang diterima pekerja atau buruh relatif 

cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan 

hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial 

keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.  

4) Upah Wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh 

pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada 

pengusaha. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, 

bukan upah hidup, mengingat upah hidup umumnya sulit untuk 

                                                             
6 Zainal Asikin, dk, Dasar-Dasar Perburuhan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.89-91 
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dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-perusahaan kita 

umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya. 

5) Upah Minimum adalah suatu standart minimum yang digunakan oleh 

para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada 

pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya akrena pemenuhan 

kebutuhan yang layak disetiap propinsi berbeda beda, maka disebut 

upah minimum. Upah terendah yang akan dijadikan standart, oleh 

pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau 

buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum biasanya 

ditentukan oleh pemerintah dan kadang setiap tahunnya berubah sesuai 

dnegan tujuan ditetapkannya upah minimum itu. Upah minimum 

terdiri atas beberapa bagian yaitu:  

a) Upah minimum provinsi yaitu upah minimum yang berlaku 

untuk aeluruh Kabupaten atau kota disatu provinsi 

b) Upah minimum kabupaten yaitu upah minimum yang berlaku 

di daerah kabupaten. 

c) Upah minimum sektoral provinsi yaitu upah yang berlaku 

secara sektoral di seluruh kabupaten di provinsi. 

d) Upah minimum sektoral Kabupaten  yaitu upah minimum yang 

berlaku secara sektoral di daerah kabupaten. 

 

c. Sistem Pengupahan  

Sistem pembayaran upah adalah bagai mana cara perusahaan biasanya 

memberikan uapah kepada pekerja atau buruhnya dan kebajikan ataupun strategi 

yang menentukan kompensasi bayaran yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa 

atas hasil kerja mereka. Sistem tersebut dalam teori maupun praktek dikenal ada 

beberapa macam sebagai berikut :7 

                                                             
7 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja : Hukum ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 72-73 
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1) Sistem Upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka 

waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. Sistem skala 

upah berubah dalam sistem ini, jumlah upah yang diberiakan berkaitan 

dengan harga penjualan hasil produksi dipasaran. Jika harga naik maka 

jumlah upah pun akan turun  

2) Sistem Upah Potongan, sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti 

sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini 

hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut 

ukurantertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebgainya. 

3) Sistem Upah Permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan 

cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, 

kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya. 

4) Sitem Skala Upah Berubah, dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan 

berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika harga naik jumlah 

upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun upahpun akan turun 

itulah sebabnya disebut sekala upah berubah. 

5) Sistem Upah Indeks, Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya 

kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan 

naik turunnyabiaya penghidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata 

dari upah. 

6) Sistem Pembagian Keuntungan , Sistem upah ini dapat disamakan dengan 

pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan diakhir tahun. 

7) Sistem Upah Borongan, adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu 

pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah i ni kerap kali 

dipakai pada suatu pekerjan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok 

pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang 

kemudian dibagi-bagi antara pelaksana. 

8) Sistem Upah Premi, cara pemberian upah ini untuk prestasi normal 

berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai 

prestasi yang lebih dari itu, maka di beri premi. Premi dapat diberiakn 
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misalnya untuk menghemat waktu, penghemat bahan, kualitas prosuk 

yang baik dan sebagainya. 

 

2. Sistem Pengupahan Dalam Islam 

  Upah adalah harga yang dibayarkan kepada  pekerja atas jasanya dalam 

produksi kekayaan seperti factor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan 

atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas 

jasanya dalam produksi. Upah atau gaji adalalah hak pemenuh ekonomi bagi pekerja 

yang menjadi kewajiban dan para majikan jangan sekali-kali mengabaikan hak 

seorang pekerja. Pemberian upah kepada pekerja sangalah penting, islam memberi 

pedoman kepada majikan atau orang yang mempekerjakan seseorang buruh atau 

pekerja lainnya bahwa pemberian upah kepada seorang pekerja harus mencakup dua 

hal yaitu adil dan mencukupi. Upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar 

oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai 

perjanjian, menurut Fiqih Mu’amalah upah atau Ijaroh adalah.8 

 

 

a. Ijarah 

 Menurut Fiqih Mu’amalah upah disebut juga dengan ijarah. Al-ijarah berasal 

dari kata al-ajru arti menurut bahasanya adalah al-iwadh yang arti dari bahasa 

Indonesianya adalah upah dan ganti.9 

 Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata ajara-ya’jiru, yaitu upah yang 

diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan . Al-ajru berarti upah atau imbalan 

untuk sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk 

sebuah pekerjaan. Al-ajru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat 

materi maupun yang tidak bersifat materi. 

 Ada yang menerjemahkan ijarah sebgai jual-beli ( upah mengupah ), yakni 

mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, 
                                                             

8 Afzalur Rahman, Economic Doktrines of Islam, Terj. Soeroyo dan Nastangin, “Doktrin Ekonomi 
Islam”, Jilid II, Yogyakarta: ( PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm.361 

9 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.1 
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yakni mengambil manfaat dari barang dan keduanya benar. Jumhur ulama fiqih 

berpendapat bahwa ijarah adalah “ menjual manfaat dan yang boleh disewakan 

adalah manfaat bukan bendanya. 

 Menurut Taqi Al-Din Al-Nabhani ijarah adalah kepemilikan jasa dari seorang 

ajri ( orang yang dikontrak tenaganya ) oleh musta’jir ( orang yang mengontrak 

tenaga ), serta pemilikan harta dari musta’jir, oleh ajir, dimana ijarah merupakan 

transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai  kompensasi ( imbalan ).10 

 Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan ijarah adalah kepemilikan 

manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian. Sedangkan Ensiklopedi Fiqih 

mendefinisikan ijarah adalah akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan 

harga atau barang tertentu. 

 Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, yang dimakdu 

dengan ijarah adalah penegmbalian manfaat suatu benda tanpa mengurangi wujud 

dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda 

yang disewakan seperti manfaat tanah dijadikan tempat parkir, rumah, warung 

makan, dan sebagainya. Dengan demikian, perjanjian sewa menyewa (ijarah) 

merupakan suatu perjanjian yang berunsurkan adanya pemilikan faedah ataumanfaat 

yang telah diketahui serta disengaja dengan adanya upah atau ongkos sebagai 

pengganti dari pihak lain.11 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa al-ijarah berasal dari 

kata al-ajru ( upah ). Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan, 

sehingga al-ijarah atau al-ajru adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat baik 

dalam hal sewa tenaga atau jasa manusia maupun sewa suatu barang dengan 

membayarimbalan, upah atau kompensasi tertentu. 

 

 

 

                                                             
10 Taqi Al-Din Al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif :Perspektif Islam, terjemah Moh. 

Maghfur wachid ( Surabaya: Risalah Gusti, 1996 M), hlm. 83 
11 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, ( Jakarta: Sinar 

Grafika 1994 M), hlm. 52 
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b. Bentuk Ijarah  

Dilihat dari objek Ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia 

Ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :12 

a) Ijarah ain, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang 

bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa 

memindahkan kepemilikan tersebut, baik bend bergerak, seperti menyewa 

kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah. 

b) Ijarah amal, yakni ijarah terhadap perubahan atau tenaga manusia yang 

diistilahkan dengan upah mengupah, ijarah ini digunakan untuk 

memperoleh jasa dari sesorang dengan membayar upah atau jasa dari 

pekerjaan yang dilakukan. 

Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan 

istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga. Manfaat sesuatu dalam konsep 

ijarah mempunyai definisi yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu 

benda atau upah terhadap suatu pekerjaa tertentu. Jadi ijarah merupakan transaksi 

terhadap manfaat suatu barang dengan imbalan, yang disebut sewa menyewa. Dan 

ijarah juga mencakup transaksi terhdap suatu pekerjaan tertentu, yaitu imbalan yang 

disebut juga dengan upah mengupah.13 

 

c. Rukun dan Syarat Ijarah 

 1. Rukun  

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu 

terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun adalah 

ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Bila 

tidak terpenuhi maka ibadah atau pekerjaan tersebut tidak sah. Misalkan membaca 

surah Al-fatiha dalam shalat atau misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-

unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiaang,  lantai, dinding, atap dan 

                                                             
12 Rozalinda, Fiqih  Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah 

(jakarta: Rajawali Pers 2016) hlm. 131 
13 Hendi Suhendi, Fiqih Mu’amalah,( Jakarta : PT. RAJA Grafindo Persada, 2011) hlm. 2 
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seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut 

rukun.14 

2. Syarat Ijarah  

Selanjutnya, dari rukun-rukun tersebut, maka kita dapat menjabarkan sayarat-

syaratnya, sebagai berikut : 

a. Syarat In’iqad, yaitu dua pihak yang berakad (aqidain) haruslah 

memenuhi syarat: 

1). Baligh ( mummayyiz = 7 tahun ) 

2). Berakal ( tidak gila, dan mabuk ) 

3). Bukan budak ( orang yang belum merdeka ) 

4). Tidak ada paksaan 

b.Syarat sah 

1) Ridha aqidain, yaitu dua belah pihak yang berakad harus saling 

ridha. 

2) Jasa dan barang yang ditransaksikan harus halal. 

3) Ma’qud alaihi ( objek akad ) harus ma’ lum ( jelas diketahui ) 

 

3. Pengupahan Karyawan   

 a. Bentuk Pekerjaan  

Bentuk pekerjaan yang akan dilakukan hukumnya harus halal. Artinya 

seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaa n yang jelas dilarang islam. Demikian 

pula jika seorang majikan harus menyediakan pekerjaan yang diperolehkan atau tidak 

ada laranagn syara’ terhadap perbuatan tersebut, Selain itu jenis pekerjaan tidak boleh 

menentang peraturan yang ditetapkan oleh negara. Tenaga kerja harus mencurahkan 

tenaganya sesuai dengan kesepakatan serta sesuai dengan kapasitas yanag wajar ( 

sesuai dengan kemampuannya ).15  

 

                                                             
14 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat, ( 

Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 95 
15 Muhammad, Etika Bisnis Islam, ( Yogyakarta: Unit Penerbit danpercetakan Akademi Manajemen 

Perusahaan YKP, 2004) HLM.166 
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b. Waktu Kerja  

Waktu kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan 

pada siang ataupun malam hari. Kontak terhadap seorang pekerja terkadang ada yang 

harus disebutkan waktunya dan kadang hanya disebutkan jenis pekerjaan yang 

dikontrakkan saja. Apabila dalam waktu kontrak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, maka salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat membubarkan 

kontrak. Sehingga seorang pekerja harus melaksanakan pekerjaan selama masa 

kontrak yang telah disepakati bersama. 

 

c. Gaji atau Upah  

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada 

penerima kerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun 

keluarganya. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan 

kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pemberian upah 

biasanya diberikan secara harian atau berdasarkan unit pekerja yang 

diselesaikan.Gaji atau upah diberikan kepada pekerja harus disebutkan pada saat 

akad, demikian pula jumlahnya. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga 

menganjurkan pemberian upah segera mungkin atas jasanya mengerjakan sesuatu 

pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pekerja akan menerima upah 

atau pembayaran yang besarnya sesuai yang disebutkan dalam akad. Upah tersebut 

diberikan pada saat yang ditentukan seperti: harian, mingguan, ataupun bulanan.  

 Selain itu manfaat disebutkan upah pada saat akad adalah mengantisipasi 

apabila pada saat suatu ketik kelompok buruh atau serikat tenaga kerja menuntut upah 

yang terlalu batas kewajaran yang hal itu diluar kemampuan perusahaan atau 

penyewa tenaga kerja. 16 

 

 

 

 
                                                             

16 Ibid hlm.167 
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d. Pihak-pihak Yang Dapat Menentukan Upah Karyawan  

 Dalam dunia Islam pihak-pihak yang dapat menentukan upah karyawan 

adalah sebagai berikut : 

1. Buruh dan pihak usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya. 

2. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan 

upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan 

kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.  

3. Negara, umum disyaratkan bahwa dalam intervensinya negara tidak 

menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila 

upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan pemenuh untuk 

menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.17 

 

e. Sistem Penetapan Upah dalam Islam  

 Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan 

rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Secara 

umum sistem penetapan upah dalam islam dpat dirumuskan sebagi berikut : 

 

1. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai 

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah ( gaji ) yang akan 

diberikan  oleh majikan kepada pekerjanya. Dengan adanya informasi besaran 

upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk 

bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan 

majikan. 

 

2. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering  

Dalam Islam dianjurkan seorang majikan untuk membayar upah para pekerja 

setelah mereka melakukan pekerjannya. Ketentuan tersebut untuk 

menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka 
                                                             

17 Baqir Syarif Al-Qarasyi, Keringat Buruh, Cetakan Pertama, (Jakarta : Al-Huda , 2007), hlm. 250 
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akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan 

yang dibenarkan. Namun, umat islam diberikan kebebasan untuk menentukan 

waktu pembayarna upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan 

yang memperkerjakn. Jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah kedua 

belah pihak tidak ada yang akan saling menjolimi atau merasa  akan dirugikan 

satu sama lain. Dalam Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW menganjurkan 

seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka 

selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda . 18 

 

 

 أَعْطُوا الأَجِیرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُھُ
 
Artinya :  

Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering (HR. Ibnu 

Majah).19 

 Maksud dari Al-quran hadist tersebut adalah bersegera menunaikan 

hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika 

telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap hari atau setiap sebelumnya. 

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran 

bahwa upah mereka akan dibayar atau akan mengalami keterlambatan tanpa 

adanya upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan 

tanpa adanya alasan yang dibenarkaN. Namun, umat islam diberikan 

kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan 

kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan 

Alquran dan Hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran 

bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah memberikan upah dari 

hasil pekerjaannya tersebut segera mungkin. Sehingga keduabelah pihak tidak 

ada yang akan saling menjolimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain. 
                                                             

18 Ibid hlm. 252 
19 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 104 
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3. Memberikan Upah yang Adil 

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok 

pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah 

ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak 

manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama 

mereka tanpa adanya ketidak adilan terhadap pihak lain. Prinsip keadilan 

sudah tercantum dalam potongan ayat firman Allah Qs. Al-Maidah ayat :8 

yang artinya  

قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا  َٔانُ وَلَا یَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ لۡقِسۡطِۖٱءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِینَ لِلَّھِ شُھَدَآءَ بِ لَّذِینَٱ أَیُّھَاي

  ٨خَبِیرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ  للَّھَٱإِنَّ  للَّھَۚٱ تَّقُواْٱھُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَ دِلُواْعۡٱتَعۡدِلُواْۚ 
  

 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah engkau jadi orang-orang yang 

senantiasa menegakan kebenaran sebab Allah. Jadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum. Memotivasi engkau 

untuk berlaku tidak adil Berlaku adillah sebab adil itu lebih dekat kepada 

taqwa QS. AL-Maidah ayat 8 “20 

 Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas 

menurut berat pekerjaannya itu. Alfaruqi menegaskan bahwa islam berprinsip 

bayarlah yang sama akan diberiakn pada pekerjaan yang sama, tidak ada 

pekerjaan yang tidak dibayar. Sedangkan Maududi menegaskan bahwa 

kebijakan gaji sangat berbeda diperolehkan untuk pekerjaan yang berbeda 

pula. Islam menghargai keahlian dan pengalaman, Gaji boleh saja berbeda 

dari tempat yang satu ketempat yang lain dan tergantung pada kondisi 

ekonomi dan iklim suatu tempat, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya 

teratur. 

 Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk di 

implementasikan, Uzair menegaskan bahwa filosofi islam yang paling penting 
                                                             

20 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova, QS. Al-Maidah Ayat : 8 
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dalam masalah upah atau gaji adalah keadilan. Keadlan dalam islam 

dikatagorikan menjadi dua yaitu : 

1) Adil bermakna jelas dan transparan, artinya sebelum pekerja 

dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan 

diterimanya. Hal tersebut meliputi besranya upah dan tata cara 

pembayarannya.  

2) Adil bermakna proposional artinya, pekerjaan seeorang harus dibalas 

menurut berat pekerjaan tersebut. 

Prinsip keadilan dalm islam tercantum dalam firman Allah SWT dalam 

QS. Al-Jaatsiyah ayat 22 yang artinya : 

 

 یُظْلَمُونَ لَا وَھُمْ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍۭ كُلُّ وَلِتُجْزَىٰ بِٱلْحَقِّ وَٱلْأَرْضَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱللَّھُ وَخَلَقَ

 

“ Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar 

dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjaannya, dan 

mereka tidak akan dirugikan” 21 

 

 Menurut Afzalur Rahman Ayat diatas menjelaskan tentang upah yang layak 

kepada setiap pekerja sesuai dnegan apa yang telah disumbangkan dalam proses 

pekerjaannya. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh 

bekurangnya sumbangan mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. 

Ayat tersebut memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan 

kerjanya dan dalam kerja sama produsi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang. Juga 

tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.  

4. Memberikan upah yang layak  

Memberikan upah seorang karyawan itu hendaknya memenuhi konsep 

kelayakan. Layak yang dimaksud yaitu dilihat dari tiga aspek: yauitu mencukupi 

pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang 

                                                             
21 Ibid 22 
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akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam arti tidak menguranginya. Allah 

Swt berfirman dalam QS. Asy-Syua’ra Ayat 183 yang Artinya :  

 

 مُفْسِدِینَ ٱلْأَرْضِ فِى تَعْثَوْا۟ وَلَا أَشْیَآءَھُمْ ٱلنَّاسَ تَبْخَسُوا۟ وَلَا
“  Dan jangan lah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 

kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” 22 

 

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seorang merugikan orang lain, dengan 

cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang 

lebih jauh, hak-hak dalm gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang 

jauh dibawah gaji yang biasa diberikan. 

 

f. Hak-hak Pokok Karyawan  

1. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya 

menikmati kehidupan yang layak. Setiap tenaga kerja memiliki 

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

pekerjaan, setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama 

tanpa diskriminasi dari pengusaha. Tenaga kerja berhak untuk 

memperoleh dan meningkatkan mengembangkan kompetensi kerja 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui 

pelatihankerja. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan 

kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 

lembaga pelatihan kerja pemerintah. 

2. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, 

dan jika sewaktu waktu, dia dipercayakan menangani pekerjaan yang 

sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau 

modal yang banyak, atau kedua duanya.23 

                                                             
22 Ibid 183 
23 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II ( Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) 

hlm.391-392 
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3. Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan 

membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika                                    

bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah 

dengan bantuan pemerintah ( kemungkinan dari dana zakat . 

4. Penentuan yang layak harus dibuat untuk membayar pensiunan bagi 

pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai sumbanagn untuk dana 

itu, tapi sebagian besar akan disumbangkan oleh negara islam dari 

dana zakat.  

5. Para majikan harus diborong untuk mengeluarkan sodaqohnya ( 

sumbangan sukarela ) terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka. 

6. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang 

berasal dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekutan perjanjian 

mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada 

suatu tingkatan yang wajar dalam negeri. 

7. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan 

yang terjadi dalam pekerjaan. 

8. Brang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus 

diberiakn kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka 

dengan biaya yang lebih murah. 

9. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dumaafkan 

jika mereka melakukan keslahan selama bekerja. 

10. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan 

Efisiensi kerja mereka tidak terganggu.  
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B. Penelitian Terdahulu  

No Judul/Nama Penelitian Hasil penelitian Metode penelitian 

1. analisis penerapan sistem  

penggajian dan 

pengupahan dalam 

mendukung pengendalian 

intern (studi kasus pada 

PT. Cahaya Marta 

Perkasa, Pamekasan) 

Nama: Mohammad taufiq 

Struktur organisasi 

PT. Cahaya Marta 

Perkasa, Pamekasan 

sudah 

menggambarkan 

pemisahan fungsi 

yang jelas antara 

atasan dan bahawan 

serta pembagian 

tugas dan tanggung 

jawabnya yang baik 

kepada tiap-tiap 

karyawan, akan tetapi 

masih terdapat 

kerangkapan tugas 

pada bagian 

administrasi 

keuangan sehingga 

memungkinkan 

adanya 

penyelewengan. 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif 

dengan metode 

analisis data kualitatif. 

Metode pengumpulan 

data dalam penelitian 

ini yaitu wawancara 

dan dokumentasi. 

2 Analisis sistem  

penggajian dan 

pengupahan dalam upaya 

meningkatkan efektivitas 

pengendalian internal 

perusahaan (studi kasus 

pada PT. Duta Paper 

Dokumen yang 

digunakan antara 

lain: kartu jam kerja, 

daftar hadir 

karyawan, daftar 

gaji/upah, rekap 

daftar gaji/upah, bukti 

Penelitian dalam 

melakukan penelitian 

ini menggunakan 

penelitian kualitatif. 

Berdasarkan 

karakteristik masalah 

yang diteliti maka 
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prigen pasuruan ) nama: 

Rendy Satria 

kas keluar, slip 

gaji/upah, slip 

perhitungan lembur 

penelitian ini 

diklasifikasikan ke 

dalam penelitian 

deskriptif 

3. Analisis sistemem 

penggajian dan 

pengupahan dalam upaya 

mendukung pengendalian 

intern (studi pada PT. Sun 

Star Motor Malang) 

nama: iradatul qudus 

Berdasarkan 

pembahasan dan 

analisis data yang 

dilakukan pada PT. 

Sun Star Motor 

Malang, maka penulis 

dapat menyimpulkan 

bahwa pada sistem 

pengupahan dalam 

upaya mendukung 

pengendalian intern 

masih memiliki 

beberapa kekurangan 

yang perlu diperbaiki. 

Kekurangan yang 

dimaksud yaitu 

terdapat pada 

dokumen yang masih 

rancu, perangkapan 

fungsi terkait sistem 

akutansi penggajian 

dan pengupahan 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam 

proses penelitian 

adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang 

melakukan analisis 

dan menyajikan fakta 

secara sistematis 

sehingga akan mudah 

dipahami dan 

disimpulkan. Teknik 

pengumpulan data 

yang digunakan yaitu 

wawancara, 

dokumentasi dan 

observasi. 
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C. kerangka Berfikir 

Sebagai landasan atau pedoman berfikir dalam melakukan penelitian ini 

diperlukan adanya penentuan sudut mana dari masalah yang dianggap penting untuk 

diteliti dan kemudian di gambarkan menjadi kerangka fikir sehingga memudahkan 

proses penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektif Islam 

Buruh upah Penentuan Upah  

Sistem Upah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah deskrifsi yaitu penelitian yang bersifat 

menggambarkan serta berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang 

ada sekarang berdasarkan data, dengan cara menyajikan, menganalisi, dan 

menginterpreksikan data.  

 Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field 

research ) yaitu penelitian yang bertujuan unuk mempelajari dan memahami 

secara  intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, lembaga atau masyarakat. 

 Lokasi penelitian ini pada PT. LNK ( Langkat Nusantara Kepong ) Jl. 

Bukit Lawang. 

 

B. Pendekatan Penelitian  

 Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Kualitatif. 

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

Fenomena tentang apa yang dialami oleh penelitian.  

 Metode penelitian Kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena 

popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena 

berlandaskan pada filslafat postpositivisme. Metode ini disebutkan juga 

sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni ( kurang 

terpola ), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian 

lebih berkenan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan 

dilapangan.24 

 

 

 
                                                             

24 Sugiyono, Metode PenelitianKuantitatif, kualitatif dan R&D ( Bandung : Alfabeta, 2016) hlm. 7-8 
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C. Sumber Data  

  Sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan 

informasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian baik dari pihak peserta  

karyawan, atau pihak lain yang dianggap menguasai terkait judul penelitian 

ini.  

 Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu data mentah yang di ambil dan diperoleh langsung dari sumber utama 

yang berupa wawancara kepada pihak PT. LNK ( Langkat Nusantara Kepong 

) mengenai Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam. 

 Data sekunder merupakan sumber data yang sudah tersedia yang 

dikutip melaluik studia dokumentasi, seperti dokumen-dokumen, buku-buku 

dan data-data yang terkait yang merupakan bukti sejarah singkat lembaga dan 

struktur organisasi.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

          Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 

meliputi :25 

a. Studi Pustaka  

Dengan mengumpulkan buku-buku Maqashid Syariah, baik berupa 

jurnal, artikel, buku maupun hasil  penelitian yang sama yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian. 

 b. Interview ( Wawancara )  

  Wawancara  digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan 

pribadi.  
                                                             

25 Ibid hlm. 137-138 



26 
 

 
 

 

E. Teknik Analisis Data 

  Analisis data kualitatif adalah penelitian yang tidak menganalisis data-

data berupa angka, umumnya tidak pula menggunakan statistik-statistik. 

Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk pendekatan penelitian historis, 

penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain 

yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka. Sudut pandang jenis 

analisis data ini adalah menganalisis data berdasarkan jenis permasalahan 

penelitian, yakni deskriptif, asosiatif dan kompratif. 

  Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Azuar Juliandi et al, Metode Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi ( Medan : UMSUPress 2015) hlm. 

85-86 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Penelitian  

1. Sejarah Perusahaan 

Pada tahun 1953 berdiri sebuah perusahaan PTPN II di Bukit Lawang 

Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Namun lambat laun perusahaan ini 

mengalami perekonomian  yang tidak stabil, karyawan banyak yang tidak menerima 

gaji hingga pada akhirnya di tahun 2009 perusahaan ini hampir mengalami 

kebangkrutan sehingga pimpinan perusahaan  ini melakukan kerja sama dengan 

perusahaan  Kuala Lumpur Kepong (KLK) yang merupakan Perusahaan milik Negara 

tetangga yaitu Negara Malaysia . Kerja sama ini dilakukan agar dapat mengatasi 

permasalahan yang terjadi di PTPN II. Kerja sama ini dilakukan pada tahun 2009 

melahirkan sebuah perusahaan baru yaitu PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) 

yang merupakan anaka dari PTPN II. Nama PT.Langkat Nusantara Kepong di ambil 

dari, dimana langkat itu merupakan nama daerah perusahaan ini berada, Nusantara 

diambil karena merupakan dari PTTN II dan Kepong sendriri merupakan nama dari 

perusahaan Malaysia. 

Kedua Perusahaan ini memiliki saham yang  berbeda sehingga sistem 

Manajemen di pimpin oleh perusahaan KLK  Dan untuk orang-orang yang banyak di 

jabatan tertinggi adalah orang-orag dari perusahaan KLK. Saham yang di miliki KLK 

adalah sebesar 60% dan saham PTPN II 40% berbanding 20% dan untuk orang-orang 

yang berada di kantor kebunnya adalah orang-orang dari PTPTN II. Semenjak tahun 

2009 sampai dengan 2011 lebih kurang  4 tahun melakukan kerja sama, perusahaan 

LNK mengalami perubahan yang sangat pesat, produksi meningkat, dan kas kembali 

menjadi setabil. 
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2. Visi Misi dan Tujuan Perusahaan 

a. Visi  

Meningkatkan Produktivitas  dan Mensejahterakan Karyawan 

b. Misi  

1) Mengembangkan Industri hilir berbasis perkebunan secara 

berkesinambungan. 

2) Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan  

3) Memperlakukan karyawan sebagai aset strategi daMengembangkan 

secara optimal 

4) Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis 

5) Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan 

komunitas dan melaksanakan seluruh aktifitas perusahaan yang 

berwawasan lingkungan  

 

3. Struktur Organisasi Perusahaan   

Struktur Organisasi merupakan kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-

fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara 

personal dan pola hubungan yang sistemetis dan berkaitan untuk membentuk suatu 

kesatuan dalam usaha mencapai tijuan. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan 

gambaran tentang pembiayaan bidang kegiatan. Tujuan dari struktur organisasi 

perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan orang-

orang atau personil-personil dari suatu perusahaan, selain itu juga untuk memperjelas 

bidang-bidang dari tiap personil sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta 

bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan 

personil lainnya, sehingga tercapai keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja 

suatu perusahaan. 
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Struktur organisasi diharapkan dapat memberikan gambaran pembagian tugas, 

wewenang dan tanggung jawab serta hubungan pelaporan yang menyangkut tingkat 

hirarki dan besarnya rentang kendali dari semua pimpinan dibutuhkan personil yang 

memegang jabatan tertentu dalam organisasi, dimana masing-masing personil diberi 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Dalam mencapai 

tujuan tersebut setiap manajemen perusahaan dituntut untuk membentuk suatu 

organisasi yang dapat menempatkan seluruh tugas dan kegiatan perusahaan secra 

efisien sehingga produktivitasnya dapat efektif. Struktur organisasi yang tegas 

mencerminkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas pula. Sama 

halnya dengan PT. Langkat Nusantara Kepong yang berada di Bukit Lawang 

memiliki struktur organisasi, dari struktur ini kita juga dapat mengetahui bahwa 

setiap bagian mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang harus 

dipertanggung jawabkan. 

Secara garis besar struktur organisasi ini bertujuan untuk membentuk suatu sub-

sub bagian atau seksi yang bekerja menurut apa yang telah ditetapkan oleh Komisaris 

Utama yang dituangkan dalam keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 131/KMK.017/1995. Dimana dalam struktur organisasi tersebut kita dapat 

melihat bagian-bagiannya yang yang dijelaskan secara detail. Struktur yang terdapat 

pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, 

wewenang dan tanggungb jawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaannya. 

Setiap unsur-unsur harus dirancang dan ditaati sebaik-baiknya, sebagai pertimbangan 

tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kejalasan dari struktur ini didapat dalam 

organisasi dan dapat diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara satu 

bagian dengan bagian lainnya. 
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Gambar 4.1 

Stuktur Organisasi 
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4. Job Description 

Adapun Job Description, tugas dan tanggung jawab dari PT. Langkat Nusantara 

Kepong Bukit lawang adalah sebagai berikut:  

a. Manager  

Seorang manager mengatur kegiatan perkebunan dan memastikannya dengan 

baik, seorang manager juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan program 

anggaran untuk perkebunan. Memastikan alokasi tenaga kerja yang tepat, kendaraan 

perkebunaan dan juga peralatan lainnya antara divisi yang berbeda dan kegiatan yang 

berbeda sehingga tingkat produktivitas yang optimum tercapai dari pemanfaatan 

sumber daya yang tersedia secara maksimal. Memastikan kebutuhan bahan 

perkebunan, pemesanan tepat waktu dan memastikan penggunaan yang tepat dan 

pemeliharaan catatan yang berkaitan dengan pemanfaatan material. 

 

b. Asisten Devisi 

Seorang Asisten berperan membantu manager dan karyawan dalam 

melaksanakan segala jenis pekerjaan dilapangan. Dalam menjalankan tugasnya yang 

diturunkan dalam tugas harian, tugas bmingguan dan tugas bulanan serta tugas 

tahunan. Tugas-tugas tersenut dijalankan melalui koridor kontrol dan evaluasi. 

Bentuk pertanggung jawaban seorang asisten tergantung bentuk susunan organisasi 

perusahaan. Dalam menjalakan fungsi dan tugasnya seorang asisten dibantu oleh 

pekerja yang lain contohnya seperti: 

 

1. Krani Devisi 

Tugas seorang kerani Devisi menjalankan fungsi kontrol terhadap area 

perkebuan dengan luas yang ada, membantu asisten lapangan untuk mengontrol 

pekerjaan BHL (buruh harian lepas), membantu asisten lapangan membuat laporan 

data pemupukan , membantu asisten lapangan dalam dalam melaporkan hasil panen 

buah kelapa sawit, dan membuat laporan hasil pekerjaan harian yang tertuang dalam 

bentuk administrasi. 
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2. Mandor Pupuk  

Mandor pupuk bisanya bertugas mengontrol pekerja dan memberi tugas 

memupuk tanaman kelapa sawit. 

3. Mandor Panen 

Mandor yang bertugas mengawasi jalan proses para pekerja panen sesuai 

denga prosedur dan target yang sudah ditetapkan oleh atasan  

4. Mandor Chemis 

Mandor yang bertugas mengontrol perawatan tanaman kelapa sawit, biasanya 

mandor chemis ini juga memberi pekerjaan ke pekerjanya untuk membersihkan 

perkarangan kelapa sawit jika sudah terlihat semak atau sudah terlihat banyaknya 

tanaman yang tumbuh di perkarangn kelapa sawit. Mandor juga memberi tugas 

penyemprotan tanaman yang terkena hama dan menyemprot rumput yang tumbuh 

diareal tanaman kelapa sawit. 

5. Pemanen 

Tugas pemanen memotong semua buah yang matang di pohon tanpa  

terkecuali dengan basis atau target perhari yang sudah ditentukan. Buat yang dipanen 

harus memiliki kualitas yang bik dan sesuai dengan kriteria kematangan buah yang 

telah ditetapkan. Mengeluarkan semua buah yang sudah dipanen dari dalam ancak 

dibawa ke tempat yang sudah disediakan, dan TBS (tandan buah segar) disusun 

secara teratur lalu diberi nomor sipemanen. 

6. Grading 

Grading adalah suatu kegiatan penyotiran tandan bauah segar sebagai salah 

satu kendali mutu sebagai salah satu kendali mutu CPO yang akan dihasilkan baik 

dari segkuantitas dan kualitas. Grading menajdi salah satu bagian dalam alur 

pengelolaan TBS ( tandan buah sega ). 

c. Staff Accounting  

Staff Accounting mempunyai tugas dan juga bertanggung jawab terhadap 

semua laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bukan dalam bentuk ucapan, 

namun disampaikan secara tertulis. Selain membuat laporan keuangan secara tertulis, 

seorang staaf acounting juga harus paham dengan perpajakan.  
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d. General Clerk 

Membantu tugas-tugas administrasi routin manager dengan sebuah oeganisasi 

atau depratment. Kebanayakan peran clerk akan terlibat beberapa pekerjaannya 

seperti mengumpulkan informasi dengan telfon, surat, email, atau pada orang. 

Mencari pekerjaan manager, merekam dan memperbaruhi data bes, mefoto copy dan 

menscan dokument, menyortir dan menangasi surat keluar dan membantu 

penyambutan bila ada tamu datang.  

B. Temuan Penelitian 

1. Bagai mana sejarah berdirinya PT. LNK ? 

Pada tahun 1953 berdiri sebuah perusahaan PTPN II di Bukit Lawang 

Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Namun lambat laun perusahaan ini 

mengalami perekonomian  yang tidak stabil, karyawan banyak yang tidak menerima 

gaji hingga pada akhirnya di tahun 2009 perusahaan ini hampir mengalami 

kebangkrutan sehingga pimpinan perusahaan  ini melakukan kerja sama dengan 

perusahaan  Kuala Lumpur Kepong (KLK) yang merupakan Perusahaan milik Negara 

tetangga yaitu Negara Malaysia . Kerja sama ini dilakukan agar dapat mengatasi 

permasalahan yang terjadi di PTPN II. Kerja sama ini dilakukan pada tahun 2009 

melahirkan sebuah perusahaan baru yaitu PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) 

yang merupakan anaka dari PTPN II. Nama PT.Langkat Nusantara Kepong di ambil 

dari, dimana langkat itu merupakan nama daerah perusahaan ini berada, Nusantara 

diambil karena merupakan dari PTTN II dan Kepong sendriri merupakan nama dari 

perusahaan Malaysia. 

2. Bagaimana Sistem pengupahan di PT. LNK ? 

PT. LNK dalam hal pengupahan yang dilakukan manajemen hampir sama 

seperti perusahaan pada umumnya yakni dengan menggunakan sistem pengupahan 

UMSK ( Upah minimum struktural kabupaten ) yang dibayarkan pada awal bulan dan 

juga bisa akhir bulan kepada karyawan. Dalam hal pengupahannya PT.LNK dikenal 



34 
 

 
 

dengan istilah pengupahan lebih basic dan pengupahan permanen, pengupahan basic 

dari PT. LNK dimaksud untuk pengupahan yang dibayarkan kepada karyawan 

berdasarkan pada lebih jam sedangkan pengupahan permanen dimaksudkan untuk 

pengupahan yang dibayarkan berdasarkan premi kepada karyawannya. 

3.Bagaimana sistem pengupahan secara islam di PT. LNK ? 

Di PT. LNK, ada perjanjian atau penetapan upah yang disepakati antara pemilik 

dan para karyawan, baik itu upah bulanan maupun upah preminya ( lebih jam 

kerjanya ). Jadi para karyawan sudah mengetahui jelas berapa upah yang diterimanya. 

Dalam hal ini antara karyawan dan pemilik sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh 

Rasulullah yaitu majikan menyebut terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima 

sebelum pekerja memulai pekerjaannya.  

4. Bagaimana nilai-nilai Islam dalam pengupahan di PT. LNK ? 

Keadilan dalam penetapan upah di PT.LNK belum ada. Karena antara pekerja 

yang pemalas dengan pekerja yang tekun mendapat upah yang sama setiap bulannya. 

Walaupun upah ditetapkan secara bersama antara  pihak manajer dan pihak 

karyawan. Antara gaji Mandor chemis Devisi I dengan Mandor chemis II tidak ada 

bedanya. 

5. Apakah ada upah tambahan bila ada karyawan yang lembur ? 

 PT. LNK memberi upah lembur kepada karyawan bila ada karyawan yang 

kerjanya lembur. 

 

C. Pembahasan 

1. Sistem Pengupahan Karyawan 

 PT. LNK dalam hal pengupahan yang dilakukan manajemen hampir sama 

seperti perusahaan pada umumnya yakni dengan menggunakan sistem pengupahan 

UMSK ( Upah minimum struktural kabupaten ) yang dibayarkan pada awal bulan dan 

juga bisa akhir bulan kepada karyawan. Dalam hal pengupahannya PT.LNK dikenal 
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dengan istilah pengupahan lebih basic dan pengupahan permanen, pengupahan basic 

dari PT. LNK dimaksud untuk pengupahan yang dibayarkan kepada karyawan 

berdasarkan pada lebih jam sedangkan pengupahan permanen dimaksudkan untuk 

pengupahan yang dibayarkan berdasarkan premi kepada karyawannya. Terkecuali 

pada karyawan di posisi administrasi kantor, para karyawannya hanya mendapatkan 

pembayaran dengan premi tetap baik itu tugas yang diberikan melebihi jam kerja 

mereka hanya mendapatkan premi tetap saja.  

 Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwasannya sistem pengupahan 

yang diterapkan di PT. LNK belum sepenuhnya pengupahan yang diberikan kepada 

karyawan berdasarkan dengan prosedur pengupahan islam. Hal ini dikarenakan 

sistem pengupahan masih berdasarkan sistem konvensional seperti misalnya dalam 

PT. LNK didalam prinsip syariah bahwasannya upah diberikan kepada karyawan 

sebelum keringat mengering dalam artian bahwasanya pimpinan dilarang untuk 

menunda-nunda dalam membayarkan upah kepada karyawannya sedangakan di PT. 

LNK upah yang diberikan pimpinan kepada karyawan disetiap awal atau akhir bulan. 

Jika dilihat dari sudut pandang nilai-nilai islam teknik yang dilakukan belum 

sepenuhnya baik , karena belum sepenuhnya nilai-nilai islam terpenuhi. 

 Karena upah dalam islam itu memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan 

dilihat dari sisi keadilan di PT. LNK adil dalam hal pembayaran upah kepada 

karyawannya sesuai dengan tugas yang diberikan dan tanggung jawab yang besar. 

Seperti adil dalam islam upah seseorang atau karyawan harus diberikan atau dibayar 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, akan tetapi dalam hal 

prinsip kelayakan sudah sesuai layak upah dibayarkan kepada karyawan karena PT. 

LNK pemberian upah atau gaji berdasarkan pada standart UMSK ( upah minimum 

struktural kabupaten ). 

 

  Upah yang layak adalah upah yang dapat dalam tiga aspek yaitu, sandang, 

cukup pangan, dan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan para karyawan PT. LNK ini 
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cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Jika dihitung rata-ratanya 

upah karyawan setara dengan UMR Koata Medan.  

2. Sistem Pengupahan karyawan di PT. LNK dalam Perspektif Islam  

a. Sistem Pengupahan dalam Islam  

Mekanisme pengupahan karyawan pada PT. LNK ini menggunakan sistem 

upah bulanan. Dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk 

menetapkan upah yang sesaui dengan kaidah Islam maka harus memenuhi bebrapa 

karakteristik diantaranya :  

1). Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai  

Di PT. LNK, ada perjanjian atau penetapan upah yang disepakati antara 

pemilik dan para karyawan, baik itu upah bulanan maupun upah preminya ( lebih jam 

kerjanya ). Jadi para karyawan sudah mengetahui jelas berapa upah yang diterimanya. 

Dalam hal ini antara karyawan dan pemilik sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh 

Rasulullah yaitu majikan menyebut terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima 

sebelum pekerja memulai pekerjaannya.  

 Perusahaan sudah mengatakan upah yang telah diterima oleh karyawan 

ditetapkan dari awal secara bersama, dan ketetapan tersebut berlaku untuk semua 

karyawan. Dari awal karyawan bekerj di PT. LNK sudah dijelaskan kepada setiap 

karyawan bagaimana bentuk pekerjaan dan juga gajinya sudah ditetapkan dan akan 

diterima setiap awal atau akhir bulan. Dan semua karyawannya sudah sepakat terkait 

penetapan upah yang ditawarkan oleh perusahaan.  

 Mengenai prosedur pengupahan yang dilakukan di PT. LNK tersebut sudah 

baik, karena sesuai dengan kaidah Islam bagai mana penetapan upah yang baik dan 

benar harus disebutkan di awal sebelum pekerjaan dimulai oleh sipekerja, karena 

dalam islam pekerja juga berhak untuk ikut menetapkan upahnya. 
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2). Upah dibayarkan Sebelum Keringatnya mengering 

Pembayaran upah karyawan PT. LNK belum memenuhi karakteristik 

Islam, karena di PT. LNK terkadang untuk memberikan upah tidak sesuai tanggal 

pengupahan. Walaupun pembayaran upah yang diterapkan sudah sesuai yang 

dianjurkan oleh Rasulullah yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa 

upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. Namun disana menunda-

nunda terkait pembayaran upah karyawan. Pihak PT. LNK selalu mengundur 

pembayaran karyawannya tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian bahwa upah 

para karyawan akan dibayar setiap awal bulan. Hal tersebut tidak sesuai dengan sabda 

Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut : 

 أَعْطُوا الأَجِیرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُھُ
 

Artinya :  

Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering (HR. Ibnu 

Majah).27 

 

Prosedur waktu pembayaran upah karyawan di PT. LNK belum cukup baik, 

karena waktu pembayaran upah karyawan di PT. LNK sebelumnya sudah ditetapkan 

dan disepakati secara bersama dari pihak karyawan dan pihak PT. LNK. Namun 

prakteknyapun terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sebab, 

didalam islam seorang majikan dilarang untuk menunda-nunda waktu pembayaran 

upah seorang karyawan. 

 

b. Nilai-nilai Islam dalam Pengupahan  

 

Sistem pengupahan karyawan dalam islam itu memiliki Nilai-nilai. Adapun 

nilai-nilai Islam dalam sistem pengupahan karyawan di PT.LNK yaitu : 
                                                             

27 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 104 
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1). Keadilan  

Keadilan dalam penetapan upah di PT.LNK belum ada. Karena antara 

pekerja yang pemalas dengan pekerja yang tekun mendapat upah yang sama setiap 

bulannya. Walaupun upah ditetapkan secara bersama antara  pihak manajer dan pihak 

karyawan. Antara gaji Mandor chemis Devisi I dengan Mandor chemis II tidak ada 

bedanya. 

 Jika dilihat dari makna adil proporsional, maka keadilan disana belum tentu 

sepenuhnya dapat dikatakan adil. Karena, adil proposional yaitu pekerja akan 

mendapat upah sesuai dengan berat pekerjaan yang dikerjakan. Karena seorang 

Mandor chemis devisi I dengan Mandor chemis devisi II memang sama pekerjaannya 

tetapi mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam bekerja. 

2). Kelayakan  

PT. LNK, dalam menentukan upah pekerjannya sudah sesuai dengan 

katagori upah yang layak. Upah yang layak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu cukup 

pangan, sandang dan tempat tinggal. Karena menurut keterangan dari karyawan 

bahwa upah dari hasil kerjanya sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-

hari. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sisitem pengupahan 

karyawan yang diterapkan pada PT. LNK dan analisisnya menurut perspektif  Islam 

pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menguraikan beberapa kesimpulan 

berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini sebagai 

berikut:  

 

1. Sistem pengupahan yang diterapkan pada PT. LNK Bukit Lawang adalah  sebagai 

berikut:  

a. Jumlah upah atau gaji karyawan yang diterapkan pada PT. LNK sudah 

ditetapkan sebelumnya, dalam artian karyawan dan pemilik PT. LNK sudah 

menyepakati secara bersama berapa jumlah upah karyawan perbulan sebelum 

karyan memulai kerja.  

 

b. Waktu pemberian upah karyawan pada PT. LNK sudah disepakati di awal 

bahwa karyawan akan menerima upahnya di akhir bulannya. Akan tetapi praktek 

disana belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah disepakati, karena 

terkadang karyawan menerima upahnya di awal bulan dan terkadang bisa juga 

lewat sehari atau tiga hari. 

 

2. Perspektif Islam terhadap sisitem pengupahan yang diterapkan pada PT. LNK 

adalah sebagai berikut : 

a. Sistem penetapan upah karyawan yang diterapkan di PT. LNK tersebut sudah 

sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulillah yaitu, majikan harus menyebut 

terkebihb dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. 

Sehingga para karyawan mengetahui secara jelas berapa upah yang akan dia dapat 

perbulannya. 
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b. Prosedur waktu pembayaran upah karyawan pada PT. LNK belum cukup baik, 

karena tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam islam bahwa karyawan harus 

dibayar sebelum kering keringatnya dalam artian, majikan dilarang menunda-

nunda pembayaran upah seorang karyawan. Namun prakteknya pada PT. LNK ini 

terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan didalam islam, padahal 

waktu pembayaran upah karyawan di PT. LNK sebelumnya sudah ditetapkan dan 

disepakati secara bersama dari pihak karyawan dan pihak perusahaan.  

 

c. Jika dilihat sudut pandang niai-nilai Islam di PT. LNK belum sepenuhnya 

dikatakan baik, karena niali dalam Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Konsep 

upah dalam Islam lebih menekankan pada upah pekerja diberikan secara adil dan 

layak. Ketetapan upah pada PT. LNK dilihat dari sudut pandang adil dan layak 

sebagai berikut:  

1) Dalam pemberian upah pada PT. LNK belum mengikuti konsep adil, 

karena, antara karyawan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang 

lebih besar denagn karyawan biasa tidak ada perbedaannya. Adil dalam 

islam yaitu seorang karyawan atau pekerja akan memperoleh upah sesuai 

dengan manfaat dan tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan. 

2) Pemberian upah yang layak pada PT. LNK sudah sesuai dengan katagori 

upah yang layak. Upah yang layak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu 

cukup pangan, sandang dan tempat tinggal. Karena upah yang telah 

diterima oleh karyawan dari hasil kerjanya bisa mencukupi untuk 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. 
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B. Saran  

 Maslah pengupahan para pekerja akan selalu ada. Pelaku-pelaku bisnis sudah 

banyak yang bangkrut dikarenakan Krisis global dunia, persaingan bisnis menjadi 

sangat ketat. Pengusaha biasanya sangat meminimalisir kerusian dengan harapan 

mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Yang membuat pengusaha melupakan 

hak-hak  yang semestinya untuk para pekerjanya. Untuk menghindari hal-hal tersebut 

maka penulis memberi saran. 

 Membuat pembagian kerja yang jelas agar para karyawan dapat menegtahui 

secara pasti menegnai tugas dan tanggung jawabnya dan kepastian upah yang akan 

diperoleh sesuai dengan bagian pekerjaannya. Karena upah sebagai balas jasa atas 

manfaat dan tenaga yang telah karyawan berikan, maka upah karyawan seharusnya 

diberikan sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan tanggung jawabkan, supaya tidak 

ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan harus ada keterbukaan antara pengusaha 

dengan para karyawan.  

 Kemudian dari segi waktu pemberian upah karyawan harus sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan supaya pengusaha tidak menunda-nunda pemberian upah 

seorang karyawan. Sebab islam menganjurkan bahwa bayarlah upah pekerja sebelum 

keringatnya kering.  
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